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Pada hari ini Kamis tanggal s€bolas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Palu,

kami yang bertanda tangan dibarvah ini :

1 Anggoro Darenanto,S.H' Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan l-lAM, dalam

hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor

\Mlayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia Sulawesi Tengah, beralamat di Jln.Dewi

Sartika No.24 Palu, selanjutnya disebut PIHAK l;

Ketua Sentra Kekayaan lntelektual Universitas

Tadulako Palu, dalam hal bertindak untuk dan

atas nama Sentra Kekayaan lntelektual

Universitas Tadulako Palu, berkedudukan di Jln.

Soekamo Hatta Km.9 Palu, Provinei Suhwesi

Tengah, solanjuhya dis€but PIHAK ll.

Prs6PPiblkllll.

2. Dr.lr.Yohan Rusiyantono, t.Si.
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PIHAK I dan Pll-lAK ll selanjutsrya secara bersama-sama dk€but PARA PIHAK, dalam

kedudukannya masing-masing tersebut difis terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai

berikut :

1. Bahwa PIHAK I adalah Kepah Divisi Pelayanan Hukum dan HAM yang m€mpunyei

tugas rnelaksanakan, penyhpan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian

bimbingan teknis dan evaluasi di bkiang kerjasama dan pemberdayaan Kekayaan

lntebktual.

2. Bahua Pll-lAK ll adahh Ketua Sentra Kekayaan lntelektual Uninersitas Tadulako Palu

yang mempunyai tugas pokok dan fungsi bktang merumuskan kebijakan teknis urusan

Kekayaan lnteleKual Lembaga Pendidikan Tinggi yang bergerak dahm birlang

pendidikan, Penelitian dan Pengabdian piada Masyarakat dalam berbagai disiplin ilmu.

3. Bahwa untuk keterpduan penyiapan dan penyebnggaraan sosialisasi dan fasilitasi

pendaftaran Kekayaan lnblektual PARA PIHAK menganggap perlu bekerja sama

meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

Dengan mempefiatikan ketsntuan peratrran perundang-urdangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tenbng Hak Asasi Manusia

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2fi)0 Nomor 2212, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor4(X4);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tsnteng Desain lndustri (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2@0 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 4O45);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

(Lembaran Negara Republik lndonesh Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 4O46);

5. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendklikan Tinggi

6. Undang-Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 5599);
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7. Undang-Undang-Urdang Nomoll3 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara

Republik lndorrcsia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negera Republik

lndonesia Nomor 5922);

8. Undang-Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan lndikasi Geografis

(Lembaran Negara Republik lndonesh Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 5953);

9. Undang-Undang-Undang Nomor 1'l Tahun 20'19 tentang Sistem Nasional llmu

Pengetahuan dan Teknologi;

10. Perafuran Pemerintah Nomor 5'l Tahun 2007 tentang lndikasi GeograflB;

1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 20'l't tentang Sumber Daya C;enetika Hewan dan

Perbibitan Temak;

12. Peraturan Menbri Perhnian Nomor 67/FemenlanlOT.140l12[2006 tentang Pebstarian dan

Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Tanaman;

13. Peraturan Menteri Hukum dan HAM R I Nomor 13 Tahun 2017 tentarq ha Kekayaan

lntelektual Komunal;dan

14. Peraturan Menteri Nornor 12 Tahun 2019tentar1g lndikasi C,eografis.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersabd di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat

Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggoraan Soeialisasi dan Fasilitrasi Pendafiaran

Kekayaan lntreleKual dengan ketentuan sebagai berikut:

Paeel I
fekrud den Tujuan

(1) Perjanjian Kerja Sama ini bermaksud untrk menunlang pelaksanaan tugas dan fungsi

PARA PIHAK dahm rangka peningkatan krEatifihs Dosen dan Mahasiswa di bidang

Kekayaan lntelektual, serta pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK

untuk mendukung pelaksanaan sietErn Kekayaan lnblektual nasionel.

(2) Peflanjian Kerja Sama bertujuan untuk meningkatkan pernahaman dan kesadaran

dikalangan akademisi mengenai sistem Kekayaan lntelektual dan meningkatkan jumlah

permohonan Kekayaen lntelektual.

Paraf Pihak ll
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Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Penyelenggaraan sosialisasi dan bimbingan teknis di bidang Kekayaan lntelefttual kepada

Civitas Akadembi dilingkungan Unirrersitas Tadulako Palu.

2. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia melalui kegiatan yang meliputi

penyelenggaraan penditlikan, ,pengajaran, pelatihan, bimbingan teknis, seminar,

uorkshop, penelitian, pengkajian dan pengabdhn kepada masyarakat di bidang kekayaan

lnteleKual.

3. Penyelenggaraan fasilibsi penddaran Kekayaan lnblektual.

4. Kegiatan lainnya yang dianggap perlu dan,disepakati oleh Para Pihak di bilang Kekayaan

lntalektual.

Paul 3
Pelekranaan
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(1) PIHAK I bertanggung jawab untuk mempersiapkan sumber daya manusia, materi

kegiatan, dan informasi Kekayaan lntelektual untuk kepentingan sosialis{lsi, bimbingan

teknis dan fasilitasi pendaftaran Kekayaan lntelektual;

(2) PIHAK ll bertanggung jawab untuk menyiapkan sarana den prasamna kerja dalam rangka

menunjang penyelerBgaraan sosialisasi, bimbingan teknis dan fasilitasi pendafiaran

Kekayaan lntelektual;

(3) PARA Pll-lAK saling mendukung dan rnembantu dalam kegiatan upaya kesadaran

masyarakat tentang system Kekayaan lntelektual;

(4) PARA PIFIAK dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan menunjuk pejabat yarq

berwenang untuk melaksanakan kerjasama ini sesuai dengan tugas dan fungsinya;

(5) PARA PIFIAK akan m€nyusun sacara beeama-sama rencana kegiatan yang dilakukan

dalam rangka mehksanakan ruang lingkup dari Perjanjien Kerja Sama ini yang

diseuaikan dengan pengarlggsran masing-masing pihak pada setiap tahun bedalan

selama Perjanjian Kerja Sama ini dibedakuka;

(6) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengikuti ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan sesuai dengan tugas serta vyeu,enang di masing-masing

pihak sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.



Panl tl
Pembleyaan

(1) Biaya untuk pehksanaan kegiatan fasilitasi pendafraran Kekayaan lntelektual yang

dilakukan oleh Ptl-lAK ll ditanggung oleh Pll-lAK ll s6uai dengan ketentlan yang berlaku

untuk masyarakat umum dan kalangan akademisi pada Universitas Tadulako Palu

(2) Semua biaya yang timbul sebagai akibat pehksanaan Perjanjian Kerja Sama ini

dibebankan kepada PIHAK ll pada DIPA Sentra K I Universitas Tadulako Palu.

Peeal 5
Jangka Wekhr

(1) Perjanjian Keda Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditanda

tangani dan dapat diperpaniang, diubah maupun diakhiri sesuai dengan kesopakatan

PARA PIHAK.

(2) Dalam hal salah satu Pihak akan mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, Pihak telsebut

harus memberitahukan secara terfulis kepada Pihak lainnya dalam wahu paling lambat 1

(satu) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pelal 6
Keedeen lem.b. lturcl ndannl

(1) PIHAK I dan Pll'lAK ll tidak bedangrgung jawab atas tidak terlaksananya atau gagal

dalam memenuhi Perianjian Kerja Sama ini, baik langsung maupun tidak hngsung

dikarenakan oleh keadaan memaksa (torco Majewel, yakni keadaan di luar kendali dan

kemampuan seperti bencana alam, kebakaran, banjir, pemogok umum, perang

(dinyatakan atau tidak dinyatakan) pemberontakan, revolusi, makar, Huru-hara,

terorisme, dan/atau uabah/eplJemic yang dketahui secara luas.

(2) Jika PIHAK ll tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kerja Sama karena mengalami atau

dipengaruhi obh Foroe Majeure, maka Pihak yang mengalami Force Maieure harus

memberitahukan secam tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu paling lambat 14

(empat belas) hari setelah tefadinya Forcr Majeurc.

Paraf Pihak ,, - .?---
5



(3) Kerugian yang diderita dan biaya yang dkeluarkan oleh Pll-lAK ll sebagai akibat terjadi

Force Majeure bukan merupakan tanggungjawab PIHAK l, demikian pula sebaliknya

Par.! 7
Penyelecelen Pelrelblhen

Apabila di kemudian hari terjadi ketidaksepahaman diantara PARA PIHAK dalam melaksanakan

Perjanjian Kerja Sama ini, hal terBebut akan diselesaiken se@ra musyawarah dan mufakat.

Penutup

Pedanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, masingFmasing bermeterai dibubuhi

tandatangan dan stempel serta rnempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK I

..*lt Iill*
PIHAK II

Anggoro Daca s.H. Dr.lr. Yohan Ruelyantono, t.Si.
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